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Abstract 

The weakness of  HGU management control creating land sector dispute, 

imbalance land tenure causing land ownership dispute either. One of them is the 

HGU dispute between PT. Parasawita and Tanjung Binjai Village 

community, Bendahara subdistrict, Aceh Tamiang District. Where PT.  Parasawita as 

the HGU holder did not use the land optimally, at the same time the community crave 

the land for their existence, consequently land occupation happen where 

eventually resolved with mediation. 

This research used descriptive method with qualitative approach that 

supported by primary data and secondary data, purposive sampling technique is used 

as the the informant selection technique because this research needed deep 

information from the right informant, considering that the informant knew this 

research information  or even as the witness. 

The research results showed, the first: land dispute began in 2005 while the 

Tanjung Binjai Village community changed their profession as the fisherman became 

farmer, PT.  Parasawita’s HGU unused land facilitate the community to physically 

taked control the land, while the PT. Parasawita would put up the 

benchmark and used the overlooked land, the community fight back. Second: when 

the dispute unresolved immediately, the parties took the initiative to resolve the 

dispute with mediation technique. Third: the implementation of the mediation does 

not work, so the dispute unresolved totally. 

 

Keyword: Dispute, Mediation, HGU land tenure 

 

 



A Latar Belakang Penelitian 

BABI 

PENDAHULUAN 

Masalah pertanahan semakin hari tidak berkurang bahkan semakin 

banyak kasus sengketa di Negara ini. Hal ini disebabkan luas tanah relatif 

tidak akan bertambah, akan tetapi makin berkurang seiring semakin 

bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan tanah untuk pembangunan, 

hal demikian yang menyebabkan penguasaan tanah apabila tidak ditangani 

serius akan menimbulkan sengketa, karena semua orang tentunya 

membutuhkan tanah untuk rumah tinggal, lapangan pekerjaan serta pertanian. 

Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap 

peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus 

bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah 

untuk keperluan pembangunan dan pertanian. Pesatnya pertumbuhan 

penduduk diikuti meluasnya aktivitas pembangunan serta berbagai 

kepentingan manusia yang membutuhkan tanah cenderung mengakibatkan 

terj adinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Meningkatnya 

kasus-kasus di bidang pertanahan merupakan dampak negatif dan semakin 

meningkatnya intensitas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. 

Dikarenakan setiap sektor memerlukan ketersediaan tanah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhannya, di lain pihak masyarakat menuntut adanya keadilan 

dalam pelayanan dan menuntut jaminan kepastian hukum serta memperoleh 
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perlindungan hukum terhadap hak-haknya di bidang pertanahan yang 

semakin meningkat pula. 

Sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Aceh, Kabupaten 

Aceh Tamiang yang sebagian wilayahnya merupakan areal perkebunan 

kelapa sawit baik perkebunan lama maupun baru yang pengelolaannya 

ditangani oleh pemerintah maupun swasta tidak lepas dari masalah/sengketa 

pertanahan. hal ini di picu dari luasnya areal yang dikuasai/diberikan hak 

kepada satu perusahaan terkadang tidak sesuai dengan kemampuan 

perusahaan tersebut untuk mengelolanya, sehingga sebagian dari tanah 

tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik. 

Disisi lain Masyarakat petani penggarap yang membutuhkan tanah 

justru kekurangan, maka ketika melihat tanah kosong tanpa ada yang 

mengelola dan tanpa ada pengusahaan dari pihak manapun, mereka 

menganggap tanah tersebut adalah tanah negara bebas yang dapat mereka 

kuasai secara fisik untuk di manfaatkan. Karena bagi masyarakat awam tanah 

tanpa ada seseorang yang menguasi berarti tanah negara, sehingga mereka 

dapat dengan bebas masuk dan menguasi tanah tersebut. 

Setelah beberapa tahun mereka menggarap tanah tersebut, untuk 

menJaga hak-hak keperdataan mereka atas tanah tersebut, maka mereka 

berusaha mendaftarkan ke Kantor Pertanahan, dengan alas hak bukti 

penguasaan fisik yang ditanda tangani oleh kepala desa. Disinilah mulai 

muncul masalah, dan terjadi sengketa antara pemegang HGU dengan petani 

penggarap, di satu pihak pemegang HGU merasa berhak atas tanah tersebut 
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karena telah diberikan hak nya oleh Badan Pertanahan Nasional, di pihak lain 

masyarakat yang telah menguasai tanah tesebut juga merasa berhak karena 

telah menguasainya selama bertahun-tahun. 

Kasus seperti ini teij adi pada salah satu perusahaan pemegang 

HGU di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu PT. Parasawita, dimana sebagian 

areal HGU yang diberikan kepada perusahaan tersebut dibiarkan, kemudian 

masyarakat datang dan menggarap tanah tersebut, bahkan sebagian telah 

terj adi peralihan penguasaan dari penggarap pertama kepada pihak lain. 

Disinilah dibutuhkan peran Kantor Pertanahan sebagai mediator 

untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

BPN, yaitu tugas Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, dan sej alan dengan 

salah satu point pada 11 agenda BPN yaitu : "menangani dan menyelesaikan 

perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh indonesia 

secara sistematis." 

Hal inilah yang mejadi pendorong bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, 

dengan judul : "Upaya Penerapan Lembaga Mediasi Pada Sengketa HGU 

antara PT. Parasawita dengan Masyarakat Desa Tanjung Binjai 

Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang" 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apa penyebab terjadinya sengketa antara PT. Parasawita dengan 

masyarakat Desa Tanjung Binjai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh 

Tamiang? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak memilih mediasi sebagai 

sarana penyelesaian sengketa? 

3. Bagaimana prosedur dan mekanisme yang dilakukan Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan apa kendalanya? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pola sengketa yang teijadi antara PT. 

Parasawita dengan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan 

mediasi. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak 

memilih medisai sebagai sarana penyelesaian sengketa 

c. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme yang 

dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan apa 

kendalanya. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan utuh mengena1 

proses mediasi dan faktor-faktor penyebab masyarakat/pihak-pihak 

yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa tanah melalui 

Lembaga Mediasi, sehingga dapat diperoleh langkah-langkah yang 

efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa tanah dan dapat 

dilakukan upaya percepatan penanganan sengketa tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau 

sumbangan pemikiran di bidang pengembangan ilmu pengetahuan 

secara umum dan lebih khusus pada pengembangan ilmu mediasi 

sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tanah 

5 



BABVI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan urman pembahasan pada bab 

terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Terjadinya sengketa Pertanahan terhadap penguasaan tanah Hak Guna 

Usaha oleh masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat 

dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, 

kurangnya ketersediaan tanah usaha bagi masyarakat petani dan 

sempitnya lapangan kerja. Sehingga terbuka peluang bagi masyarakat 

untuk menggarap tanah HGU, karena pemeganag hak tidak mengerjakan 

lahan usahanya secara efektif, tidak terpasangnya tanda batas HGU 

secara jelas dan adanya indikasi tanah-tanah yang diterlantarkan oleh 

pemegang HGU. 

2. Alasan masyarakat/para pihak yang bersengketa memilih mediasi 

sebagai cara penyelesaian sengketa tanah di Kanwil BPN Provinsi Aceh, 

adalah sebagai berikut: Lebih memberikan rasa keadilan serta 

prosedumya cepat dan sederhana 

3. Pelaksaanaan hasil mediasi dilapangan tidak berhasil, karena ada 

masyarakat yang tidak mau menerima ganti rugi. Mediasi tidak akan 

berhasil ketika ada salah satu pihak tidak menginginkannya, namun jika 

seluruh pihak bemiat melaksanakan mediasi untuk mencari solusi atas 
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masalah yang dihadapi maka akan dicapai satu penyelesaian yang tidak 

akan merugikan salah satu pihak. 

B. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai 

berikut: 

1. Agar Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional lebih selektif 

dalam pemberian, perpanjangan maupun pembaharuan HGU dengan 

memperhatikan kebutuhan masyarakat akan tanah untuk usaha dan 

kepada Pemerintah Daerah agar menyiapkan lapangan kerj a bagi 

masyarakat. 

2. Kepada pemegang HGU agar memasang tanda batas yang dapat 

diketahui masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan j elas 

mana batas-batas HGU. Serta mengoptimalkan pengusahaan atas tanah 

haknya yag telah diberikan, agar tidak ada lagi tanah yang terindikasi 

terlantar sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. 

3. Agar mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa khususnya 

dibidang pertanahan untuk menciptakan kehidupan yang lebih 

berkeadilan. 
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